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PEMLERINTAI KABUPATEN GARU'
DINAS PENDIDIKAN

-

J. Pembangunan No. 179 Telepon/Faks, (1202) 233155 Garwt

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARLUI

NOMOR :425.11/ 3423 -Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ASY-SYAKUR GARUT

PADA SMA ISLAM TERPADU ASY-SYAKUR
DI KECAMATAN PASIRWANGI
MULAI TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah
atas yang lebih sesuai dengan potensi wilavah dan kebutuhan tenaga kerja,
Yayasan Pendidikan  Islam  Asv-Svokur Garut telah mengusahakan
didirtkannya  SMA Islam Terpadu Asy-Syahwr Garue di Kecamatan
Pasirwangi,

bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan  oleh  SMA
tersebut telah terpenuhi;

bahwa untuk niuiksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan
dengan Keputusun Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah dubah dengan Undang-Undang Nomoer 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tenting Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Juwa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31. Tambuahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 2851)

Undang-Undang  Nomor 32 lahun 2004 tentang  Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesic Nomor 4437) chagaimana  telah
beberapa kali perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844):

Undang-undana Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Ncoara Republik Indonesia Tahun 2003 Noro 78. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301 )

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (lembaran Negcara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4301)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesin Nomor 19 Tahun
2007 tentang Standar Penpelolaan Pendidikan Oleh Sawan Pendidikan Dasar
dan Menengah:

Peraturan Menieri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2007 tentang Standar Peniluian Pendidikan:

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesic Nomor 22 Tahun
2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar din Menengah:
Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona! Republik Indonesiic Nomor 23 Tahun
2007 tentang Standar  Kompetenst Lulusan untuk Satvan Pendidikan
Menengah:

Peraturan Menieri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
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W, Keputusan Mentert Pendidihan Nasional Nomor 033/U72001 1entang Pedoman
Penyusunan  Sumddar Pelayanan Minimal  Bidang Pendidikan Dasar  dan
Menengah:

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nusional “omor 060/U2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah:

12, Keputusan Gubernur Nomor 39 Tubun 2003 tentang Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidane Pendidikan Kabupimen/Kota di Provinsi Jawa Barat
(Revisi)

13, Keputusan Kepala Dinas Pendidilan Propinsi Jawa Barat Nomor : 420/641-
Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernus Nomor 59 Tahun
2003 tentang Standar Pelayanan  Minimal (SPM) Bidang Pendidikan
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)

14, Peraturan Dacrah  Kabupaten  Garnt Nomor 23Tahun 2008 tentang
Pembentukan dun Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Garat (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa
kali diubah. 1crakhiv dengan Perubulin Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 entang Pembeniukan dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Guarut (Lembaran Dacrah Kabupaten
Garut Tahun 2012 Nomor 7):

15. Peraturan Dacrah  Kabupaten Garut Nomor 11 Talun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Ducerah Kabupater Garut Tahun 2011
Nomor 11, Tambahan Lembaran Dacrah Fabupaten Garut:

16. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomior 728 Tahun 201 1entang Pendirian
dan Perubahan Satuan Pendidikan

Memperhatikan  : Berita Acara Hasil Tim Penilui Studi Kelavakan Pendirian SMA - Asy-Syakur

Tanggal. 16 September 2014,
MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Membert izin kepadi Yavasan Asyv-Svakur Garut untuk mendivihan SMA Islam
Terpadu Asy-Syakur di Kp. Cicara RT/RW: 03/05  Desa Padamulva Kecamatan
Pasirwangi Kabupaten Garut mulai Tahun Pelajaran 2014/2015;

KEDUA : Pemberian izin terscbut padua diktum pertims Keputusan ini berlaku sepanjang
memenuhi semua ketentuan vang berlaku;

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan
pembinan demi kelancaran sckoluh tersebut pada dikum pertama:

KEEMPAT ¢ Hal-hal yang belumn atau tidak diatur dolam keputusan it akan diatur dalam
keputusan tersendiri:

i KELIMA : Keputusan ini mulai berluku sejolk ditetapkon dengan catatan apabila dikemudian

hari terdapat kekelirvan dalam penctapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkandi: Garut
Padu taneeal - 09 Oktoker 2014

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yih.
I. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1
up. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jukarta;
. Bupati Garut ;
. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
. Ketua BMPS Kabupaten Garut.
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